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Abstrak

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa
Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan
pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik,
oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah
yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak
memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah
Menteri Keuangan. PT. Hutama Karya berbentuk persero yang merupakan
salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinyatakan pailit
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo
Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/I999.

Penelitian yang berjudul Kepailitan Pada BUMN (Analisis Kasus
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), akan
membahas mengenai putusan kepailitan PT. Hutama Karya sesuai atau tidak
dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek
hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan tersebut
digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Kepailitan Pada BUMN.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Putusan
kepailitan PT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu : a) didasarkan
pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi,
meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpanuhi; dan b) didasarkan Pasal
2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT.
Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU. 2) Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang
perlu di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit
terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat
kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenubhi
semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “harus
menyatakan pailit’, bukan “dapat menyatakan pailit’, sehingga dalam hal ini
kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas
seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa
yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang
kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Hutama Karya
bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan
demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan palilit terhadap PT. Hutama
Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

Kata Kunci : BUMN, Kepalilitan.



ABSTRACT

Following Bankruptcy and PKPU Law confirm that minister of finance
only side that can submit bankrupt statement towards BUMN (State Owned
Company) that active in public importance, therefore this matter threatens in
basis that law lates operative, that is bankruptcy law that rightful claimant
bankruptcy Perum (Public Corporations) is minister of finance. PT. Hutama
Karya share formed work that is one of the BUMN (State Owned Company)
that move field of construction service is declared bankrupt based on the
Verdict of Commercial Court number 23/pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst jo
Supreme Court number 01 K/N/1999.

The research entitled the Bankruptcy of BUMN (the case
analysis on the Verdict of Commercial Court number
23/pallit/1998,Niaga/Jkt.Pst) will discuss to hit bankruptcy decision PT.
Hutama Karya appropriate or not with bankruptcy rules and regulations and
pkpu and law aspects necessary at look at related to bankruptcy BUMN (State
Owned Company). This research uses juridical normative method, that is
the method analyzing legal regulations, legal theories, and
jurisprudence related to discussed problems, in this case approach used
to analyze qualitatively about bankruptcy in BUMN (State Owned Company).

From the research results, it was found that: bankruptcy verdict of
PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law. This matter is
based in 2 two matters, that is: a) based in rule Article 2 clause 5 Bankruptcy
and PKPU Law, debt existence condition that fall due and collectable can not
be fulfilled, although existence minimal condition 2 creditors panuhi; and b)
based section Article 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, so bankruptcy
verdict of PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law; 2)
Related to bankruptcy BUMN (State Owned Company), so law aspects
necessary at look at: a) bankrupt request submission authority towards bumn;
and b) based on Article 2 clause 1, has cumulative, debtor terms to can be
declared bankrupt must fulfil all elements above. when is terms fulfilled, judge
"must declare bankrupt”, not" can declare bankrupt" , so that in this case to
judge is not given space to give “judgement” vast like in another case. This
matter is caused by that declares that in charge submit bankrupt towards
BUMN (State Owned Company), that move public field importance minister of
finance, while PT. Hutama Karya doesn't belong BUMN (State Owned
Company) that move public field importance, thereby whoever can apply
bankrupt towards PT. Hutama Karya provided up to standard as creditor.

Keywords : BUMN (State Owned Company), Bankruptcy
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Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa
Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan
pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan
publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang
terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang
berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik
(Perum) adalah Menteri Keuangan. PT. Hutama Karya berbentuk persero
yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi
dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga
No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01
K/N/1999.

Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor
24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, PT. Hutama Karya (Persero) sebagai
Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditornya yaitu :

- PT. Jaya Readymix; dan

- PT. Primacoat.

selain itu Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lainnya,
yaitu : PT. Interworld Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya. Sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, bahwa syarat minimal ada 2 (dua)
Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih telah
terpenuhi dalam kasus ini dan oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat menjatuhkan vonis pailit melalui  putusannya  Nomor
24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998 yang dikuatkan
dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/1999 tertanggal
23 Pebruari 1999.

Permasalahan yang timbul dalam Kkepailitan sangat luas dan
beragam, oleh karena itu, dalam tesis ini dipilih beberapa pokok
permasalahan yang diidentifikasi, yaitu:

1. Apakah putusan kepailitan PT. Hutama Karya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?

2. Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan terkait dengan
kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?



Penelitian yang berjudul Kepailitan Pada BUMN (Analisis Kasus
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), akan
membahas mengenai putusan kepailitan PT. Hutama Karya sesuai atau
tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-
aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang
mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan
yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,
dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara
kualitatif tentang Kepailitan Pada BUMN.

. Tinjauan Pustaka

Sudah satu dasa warsa lebih (tepatnya 11 tahun) Undang-Undang
Kepailitan diberlakukan yaitu dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun
1998 menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pada Tanggal 22 April 1998 yang
kemudian direvisi menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU) yang mulai berlaku pada Tanggal 18 Nopember 2004, sehingga hal
mendasar yang layak untuk dipertanyakan adalah apakah UU Kepailitan
telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah kepailitan di
Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum
terhadap Debitor dan Kreditor, jaminan kepastian hukum, tugas dan
tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi
Pengadilan Niaga.

Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan melalui suatu badan
peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus
dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga.
Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absulot
untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang
untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang

dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan.



Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara
kepailitan seringkali bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung
sendiri (misalkan putusan Kasasi bertentangan dengan putusan Peninjauan
Kembali), hal ini sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan
hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidak pastian hukum.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan penyempurnaan
dari Undang-Undang Kepalilitan tersebut perlu dikeluarkan karena
perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin
banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh
karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara
adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Menurut Joseph E. Stiglitz B. sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain
Sitompul, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip. Pertama, peran
utama kepailitan dalam ekonomi Kkapitalis modern adalah untuk
menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepalitan harus
memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan
perusahaan. Kedua, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku
universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu
seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku,
transformasi  struktural perekonomian dan perkembangan sejarah
masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan
beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak Kreditor dan menghindari
terjadinya likuidasi premature. Ketiga, Hukum kepailitan mestinya tidak
hanya memperhatikan Kreditor dan Debitor tetapi yang lebih penting lagi
adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang
terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan
hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi
bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat
apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan
terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah

ultimum remedium, upaya terakhir.



Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan
terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap
BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan
bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya
dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang
kepentingan publik saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BUMN
yang bergerak di bidang kepentingan publik itu ? Berdasarkan penjelasan
Pasal 2 ayat (5) yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang
kepentingan pubik ialah : “badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham”. Artinya untuk bisa
disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik
haruslah memenuhi dua syarat tersebut. bagaimana dengan BUMN yang
lain? apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan
permohonan pernyataan pailit oleh selain Menteri Keuangan ? Undang-
Undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu.

Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan.
Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang
bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian
Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU
BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN Perum adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian
besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan
salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di

samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan



usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling

mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Maksud dan tujuan

dibentuknya BUMN ialah sebagai berikut :

1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya,;

2) mengejar keuntungan;

3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak;

4) menjadi perintis Kkegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan
perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Undang-Undang BUMN dijelaskan bahwa BUMN ikut berperan
menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN
dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-
sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai
pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta
besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi.
BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.
Meskipun demikian, suatu BUMN tetap dimungkinkan untuk dinyatakan
pailit.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, suatu BUMN dapat dimohonkan
pailit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 3 ayat
(5). Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan
bahwa : “dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit



hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (5)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi : “Dalam hal Debitor
merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN,
maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan
kewenangan itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikian dan
mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang
perorangan (pribadi), dan badan usaha. Untuk badan usaha sendiri dibagi
menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan
dan koperasi, sedangkan non-badan hukum contohnya CV dan Firma.
Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan
pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Debitor merupakan badan
hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasarnya”.

Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
disebutkan bahwa : “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan
suami atau istrinya”. Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja
(Debitor) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua
jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas
pihak tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa yang
berwenang atau berhak mengajukan permohonan pailit. Artinya apabila
menyangkut permohonan pailit terhadap badan hukum, maka harus dilihat
dahulu apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum publik (milik
pemerintah) atau badan hukum privat atau badan hukum yang bergerak
dalam usaha tertentu. Hal tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal
2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.



Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan
tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat
perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang
dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek
hukum. Dengan demikian BUMN yang merupakan badan hukum publik
tetap dapat dinyatakan pailit, baik Perusahaan Umum (Perum) maupun
Perusahaan Perseroan (Persero). Selain itu, dalam Undang-Undang BUMN
sendiri juga ada pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN.
Misalnya, Pasal 55 Undang-Undang BUMN mengatur tentang kepailitan
Perum. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka meskipun mempunyai
peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit
sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Akibat kepailitan terhadap Debitor pailit ialah bahwa Debitor tersebut
demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Seluruh
kekayaan perusahaan selanjutnya diambil-alih oleh Kurator, hal tersebut
dilakukan karena pada dasarnya kepailitan adalah sita. Selanjutnya harta
kekayaan yang disita tersebut akan dibagi kepada para Kreditor sesuai
dengan prosentase tagihannya. Penyitaan seluruh aset tersebut
berpengaruh bagi Debitor dalam menjalankan usahanya, terlebih bagi
sebuah BUMN.

Mengingat peranannya yang sangat penting, kepailitan suatu BUMN
tentu sangatlah berpengaruh bagi perekonomian negara kita, maka dari itu
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan syarat permohonan
pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik
harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan
keuangan negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1) Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara



Undang-Undang BUMN membedakan antara BUMN dalam bentuk
Perum dan Persero. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT No.
40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : “ketentuan pendirian
perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi persero
yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”.
2) Tidak terbagi atas saham.

Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal Perum tidak
terbagi atas saham. BUMN yang modalnya terbagi atas saham adalah
Persero. Namun, kepemilikan saham suatu Persero harus tetap
mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT, karena Persero adalah
perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang PT.
Dalam Undang-Undang PT disyaratkan kepemilikan saham perseroan
tidak boleh hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Kepemilikan saham
minimal harus dua pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007..

Menurut Munir Fuadi, berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU
Kepailitan, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau
lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah
jatun  waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan
satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat
dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-
syarat terpenuhi, Hakim “harus menyatakan pailit’”, bukan “dapat
menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan
ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara
lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti



secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun
terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang
hendak dipailitkan.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan
kesehatan keuangan dari Debitor. jadi meskipun keuangan Debitor itu
solvency tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya
utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih.
Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau
lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya
apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka Hakim harus
mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana
kondisi keuangan Debitor. Dengan demikian Debitor dengan mudah dapat
dinyatakan pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa adanya
syarat minimal dua Kreditor atau lebih. Syarat ini sangat terkait dengan
dasar filosofis lahirnya Hukum Kepailitan, yaitu bahwa Hukum Kepilitan
merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan
adanya pranata Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang
Debitor kepada Kreditor-Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil
yang dalam hal ini tidak membedakan adanya Kreditor separatis, Kreditor

preferens, dan Kreditor konkuren.

C. Pembahasan
1. Putusan kepailitan PT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua

hal, yaitu :
a. Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo

dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2



Kreditor terpanuhi. Pada putusan Mahkamah Agung RI No. 01
K/N/I999 tanggal 23 Februari 1999, utang yang dianggap telah
jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada kenyataannya pada surat
konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal
jatuh tempo, sehingga hal ini apabila didasarkan pada ketentuan
Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat untuk
dipailitkannya Debitor tidak terpenuhi;

b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Hutama Karya
telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang
berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak
dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan
PT. Hutama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang
kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan
permohonan pailit terhadap PT. Hutama Karya asalkan memenuhi
syarat sebagai Kreditor.

2. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu

di perhatikan adalah :

a. Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN.

Apabila BUMN yang akan dipailitkan adalah Bank, maka akan terjadi
benturan dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dengan
ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal 2
ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank
Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 ayat (5) yang berhak mengajukan
permohonan pailit terhadap BUMN adalah Menkeu.

Bank-bank BUMN tidak ada yang berbentuk yang berbentuk BUMN
perum tapi semua berbentuk BUMN persero, jadi bukan Menteri
Keuangan yang berwenang mengajukan tetapi tetap Bank Indonesia.
dengan demikian yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3, yakni yang

berwenang mengajukan kepailitan bank BUMN adalah tetap BANK



INDONESIA. Jadi, seandainya ada terdapat Bank BUMN yang
berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3
yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena
kepailitan bank adalah ketentuan lex specialis.

b. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa Debitor

yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
Kreditornya.
Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya
syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi
semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus
menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam
hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan
“judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya.

c. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan
diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan
Kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam
kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya
memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan
Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya
pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh

Pengadilan Niaga.

D. Penutup
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1) Putusan kepailitan PT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua

hal, yaitu : a) didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-



2)

Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal
adanya 2 kreditor terpanuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Hutama
Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU.

Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu
di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit
terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang
bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit
harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi,
Hakim “harus menyatakan pailit’, bukan “dapat menyatakan pailit”’,
sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk
memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini
dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan
pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah
Menteri Keuangan, sedangkan PT. Hutama Karya bukan termasuk
BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian
siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hutama

Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.
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